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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pendaftaran Tanah 

1.1.1 Pengertian Pendaftaran Tanah 

Pendaftaran  berasal  dari  kata  Cadastre (bahasa  Belanda Kadaster)   suatu   

istilah teknis untuk suatu   record (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai, dan 

kepemilikan (atau lain-lain alas hak) terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal 

dari bahasa Latin “Capitastrum” yang berarti suatu register atau capita atau unit 

yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (Capotatio Terrens). Dalam artian 

Cadastre adalah record (rekaman dari pada lahan-lahan, nilai daripada   tanah   

dan pemegang   haknya   dan   untuk   kepentingan perpajakan).  

Dengan demikian Cadaster merupakan alat yang tepat yang memberikan 

uraian dan identifikasi dari lahan tersebut juga sebagai continous recording 

(rekaman yang berkesinambungan dari pada hak atas tanah).1  

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberi pengertian,   

Pendaftaran Tanah adalah   rangkaian   kegiatan   yang dilakukan oleh Pemerintah 

secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur,  meliputi  pengumpulan,  

pengolahan,  pembukuan,  dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 

yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan 

satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya 

bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah 

susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.Pasal 19  ayat(1)  UUPA  

menyatakan,  Pemerintah  adalah penyelenggara   Pendaftaran   tanah   di   seluruh   

wilayah   Republik Indonesia  yang  bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  

hukum  dan melindungi atas tanah yang ada diwilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
2
 

Untuk menjamin kepastian hukum tersebut, Pasal 19 UUPA mempertegas 

lagi dengan menyatakan bahwa penyelenggaraaan tanah itu dengan mengadakan : 

1. Pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah 

2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut 

                                                           
1
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3. Pemberian surat-surat tanda bukti, yang berlakunya sebagai alat pembuktian 

yang kuat.
3 

Ketentuan pasal 19 UUPA di atas ditujukan kepada Pemerintah untuk 

mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara 

Republik Indonesia. 

Dengan demikian bahwa kegiatan pendaftaran tanah itu adalah kewajiban  

yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah secara terus menerus dalam rangka  

menginventarisasikan data-data berkenaan dengan hak-hak atas tanah menurut 

Undang Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

yang  telah disempurnakan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4
 

Demikian penting data tersebut, maka data-data itu diperoleh dengan cara  

yang seksama dan seteliti mungkin oleh Petugas Pendaftaran Tanah, baik data 

yang menyangkut subyek hak atas tanah ataupun data-data yang menyangkut 

obyek hak atas tanahnya. Data-data yang ada di kantor Pendaftaran Tanah, 

dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : 

1)  Kelompok Data Yuridis 

Yaitu menghimpun data-data tentang nama hak atas tanah, siapa  

pemegangnya, peralihan dan pembebanannya jika ada, semuanya ini dihimpun 

dalam Buku Tanah. 

2)  Kelompok Data Fisik 

Yaitu menghimpun data-data tentang letak tanah di mana, panjang /  lebar  

tanah  serta  batas-batas  tanah  semuanya  ini dihimpun dalam Surat Ukur. 

2.1.2 Dasar Hukum Pengaturan Pendaftaran Tanah 

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi 

pendaftaran tanah yaitu : 

1. UU No. 5 Tahun 1960 (LN 1960 No. 104) tentang PeraturanDasar Pokok-

pokok Agraria (UUPA) 

a) Pasal 19 UUPA :  

1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 

diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
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2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal 6 meliputi : 

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ; 

b. Pendaftaran hak-hak atas dan peralihan hak tersebut 

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 

penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. 

4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 

pendaftaran yang dimaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa 

rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya 

tersebut. 

b) Pasal 23 UUPA 

1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan 

pembenahannya  dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut 

ketentuan-keentuan yang termaksud dalam Pasal 19  

2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang 

kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan 

pembebasan tersebut.5 

c) Pasal 32 UUPA 

1) Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian pula 

setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut, harus didaftarkan menurut 

ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19  

2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang 

kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam 

hak-hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. 

d) Pasal 38 UUPA  

1) Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian 

juga setiap peralihan danhapusnya hak tersebut harus didaftarkan 

menurut   ketentuan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19  

                                                           
5
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2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang 

kuat  mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak 

tersebut,  kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya 

berakhir Pasal 19  UUPA merupakan perintah untuk melakukan 

pedaftran tanah yang ditujukan kepada pemerintah. Sedangkan pasal: 

23, 32, dan 38 UUPA merupakan perintah umtuk melakukan pendaftaran 

hak atas tanah yang ditujukan kepada para pemegang hak yang 

bersangkutan agar mereka memperoleh kepastian tentang hak mereka 

tersebut.
6
 

2. Peraturan  Pemerintah  No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

3. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan lanjutan dari pasal : 12, 23, 

32, dan 38 UUPA, yang mengatur hal pendaftaran tanah secara terperinci. Dan 

disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya PP No. 24 Tahun 1997 serta disusul 

dengan diundangkannya beberapa Peraturan Mentri Dalam Negeri sebagai 

peraturan pelaksanaannya.
7
 

2.1.3   Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik 

Merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek 

pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997, 

pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali diatur dalam pasal 13 dengan 

ketentuan : 

1) Pendaftaran  tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah 

secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadic. 

2) Pendafataran secara sitematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan 

dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh mentri. 

3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran 

tanah secara sisitematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya 

dilaksanakan melalui pendaftaran secara sporadik. 

                                                           
6
 Boedi Harsono, Hukum agrarian Indonesia,Himpunan Peraturan Hukum-hukum 

Tanah.jakarta.1988, 11-16 
7
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum-hukum 
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4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang 

berkepentingan. 

2.1.4 Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 

Kabupaten Karo 

Sesuai Peraturan Presdiden Republik Indonesia No 17 tahun 2015 tentang 

Kementrian Agratia dan Tata Ruang, (ATR) mempunyai tugas menyelengarakan 

urusan pemerintah di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang membantu 

Presiden dalam menyelengarakan pemerintahan Negara.
8
 

 Dalam melaksanakan tugasnya, kementrian ATR menyelengarakan     

fungsi : 

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di idang tata ruang, 

infrastuktur keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, 

pemanfaatan ruang, dan tanah. 

2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang; 

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang; 

5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan 

6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.  

Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri atas: 

1. Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat; 

2. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi; 

3. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah; 

4. Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan; 

5. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi; 

6. Inspektorat Jenderal; 
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7. Sekretariat Jenderal; 

8. Direktorat Jenderal Tata Ruang; 

9. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang; 

10. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; 

11. Direktorat Jenderal Penataan Agraria; 

12. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan; 

13. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang; 

14. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan; 

15. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusian; 

16. Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan 

Pertanahan; 

17. Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan; 

18. Sekolah Tinggi Pertanahan Negara; 

19. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; 

20. Kantor Pertanahan. 

Sedangkan sesuai Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN 

menyelenggarakan fungsi: 

1. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; 

2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan 

pemetaan; 

3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, 

pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat; 

4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan 

pengendalian kebijakan pertanahan; 

5. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah; 

6. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan 

penanganan sengketa dan perkara pertanahan; 

7. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN; 
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8. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN; 

9. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan 

dan informasi di bidang pertanahan; 

10. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan 

11. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan. 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor 

Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.
9
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